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RINGKASAN

Perampasan aset merupakan hal yang sangat penting yang berguna untuk
mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana salah
satunya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang. Di Indonesia perihal perampasan
aset terbagi didalam beberapa mekanisme yaitu perampasan aset dengan
pemidanaan (In Personam) termuat di berbagai peraturan seperti pasal 66 KUHP,
pasal 194 KUHAP dan pasal 3, 4, 5 ayat 1.

Pemerintah Indonesia sudah menandatangani UNCAC pada 18 Desember
2003 dan meratifikasinya pada 19 September 2006 melalui Undang - Undang
Nomor 7 Tahun 2006. Salah satu dari rekomendasi UNCAC tersebut ialah adanya
konsep Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture atau perampasan aset tanpa
pemidanaan didalam pengaturannya. Atas hal tersebut maka terdapat juga
pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan (In Rem) yaitu pasal 67 Undang-
undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang. Namun jika kita berbicara dimana keberadaan konsep dari Non-
Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dari beberapa aturan atau regulasi yang
mengatur perihal perampasan aset di Indonesia hanya terdapat pada pasal 67
Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan pasal tersebut juga menimbulkan sejumlah

masalah lanjutan yaitu terkait mekanisme atau posedur dari penanganan aset yang



sudah dan akan dirampas tidak dijelaskan secara eksplisit melalui Undang-undang.
Sehingga pemerintah mengeluarkan sebuah aturan baru untuk mengatur terkait
hukum acara perampasan aset tanpa pemidanaan yaitu melalui Peraturan
Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian
Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
atau tindak pidana lain, didalam Perma tersebut diatur terkait mekanisme
perampasan aset tanpa pemidanaan yaitu dimulai dengan tahap awal yaitu
pemblokiran terhadap transaksi keuangan yang diduga hasil dari suatu tindak
pidana sesuai dengan pasal 65 dan 66 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudaian diatur
didalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana
Pencucian Uang atau tindak pidana lain yaitu dilanjutkan dengan prosedur
permohonan penanganan harta kekayaan oleh penyidik sesuai dengan pasal 5 ayat
1 dan 2, kewenangan pengadilan yang mengadili sesuai dengan pasal 6,
pengumuman permohonan dan pemeriksaan permohonan sesuai dengan pasal 8
ayat 2 dan 3 serta system pembuktian dalam permohonan penanganan harta
kekayaan sesuai dengan pasal 11 ayat 6 dan pasal 16.

Sehingga secara parsial pasal 67 Undang-undang nomor 8 tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana



Pencucian Uang atau tindak pidana lain sudah sejalan dengan konsep perampasan
aset tanpa pemidanaan.

Perbandingan sistem perampasan aset Tindak Pidana Pencucian Uang di
beberapa negara lain seperti Singapura dan Australia. Yang mana singapura dan
Australia sudah menerapkan konsep Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture
pada system negaranya masing-masing dengan menyesuaikan kondisi atau system
hukum negaranya. Sedangkan pada Indonesia saat ini dalam menanggulangi Tindak
Pidana Pencucian Uang dilihat dari ketersediaan aturan yang mengakomodir, maka
perampasan aset di Indonesia hanya terbatas pada konsep In personam. Namun juga
terdapat konsep perampasan aset dengan mekanisme In Rem pada Tindak Pidana
Pencucian Uang yaitu satu-satunya pada pasal 67 Undang-undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun sayangnya
aturan tersebut tidak operasional.

Pemerintah Indonesia sebenarnya juga sudah membuat Kebijakan
formulatif pengaturan perampasan aset yang menggunakan konsep Non-Conviction
Based (NCB) Asset Forfeiture yaitu melalui RUU Perampasan Aset. RUU
Perampasan Aset materi muatannya berasal dari tindak pidana Pencucian Uang
dalam ius constituendum atau hukum yang akan datang dapat mengacu pada 39
kunci konsepsi yang ada pada guidline StAR sehingga dapat menciptakan suatu
aturan yang baik dan sempurna dalam mekanisme perampasan aset hasil tindak
pidana pencucian uang dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dapat
terlaksana dengan baik. Namun dalam pengaturannya ada beberapa hal yang perlu

dikonkritkan dan disesuaikan salah satunya adalah pada bagian konsideran didalam



RUU Perampasan Aset harusnya bisa lebih representatif, karena RUU Perampasan
Aset sebenarnya tidak hanya menjerat pelaku kejahatan Pencucian Uang saja
namun lebih luas lagi seperti Tipikor, Narkotika dan Terorisme. Sehingga
konsideran pada RUU Perampasan Aset tidak cukup hanya memuat konstitusi saja
melainkan juga undang-undang lain yang memuat prihal perampasan aset agar bisa
terjadinya harmonisasi peraturan. Selanjutnya pada pasal 5 ayat 2 huruf a yang
menggunakan konsep illicit enrichment yang jika tidak di tentukan subjek

hukumnya maka aturan ini bisa menyerang siapa saja.
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ABSTRACT
keywords : Confiscation of Assets Without Punishment, Money Laundering Crime.

The purpose of the thesis research is to understand the concept of confiscation
without punishment or "Non-Conviction Based Asset Forfeiture™ in the regulation
of asset confiscation in Indonesia, as well as a study to come up with policy
formulation in criminal law related to the concept of confiscation of assets without
punishment in the asset confiscation system in Indonesia . The type of research that
the author uses is normative research. The resulting research is that regulations
regarding asset confiscation in Indonesia are still inadequate, so a criminal law
policy is needed that can accommodate the concept of asset confiscation without
punishment in carrying out asset confiscation, especially in the case of the crime of
money laundering.
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ABSTRAK

Kata Kunci : Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan, Tindak Pidana Pencucian
Uang.

Tujuan penelitian tesis adalah untuk dapat memahami konsep perampasan tanpa
pemidanaan atau “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” dalam pengaturan
perampasan aset yang ada di Indonesia, sekaligus sebagai kajian untuk
memunculkan kebijakan formulasi dalam hukum pidana terkait konsep perampasan
asset tanpa pemidanaan sistem perampasan aset di Indonesia. Jenis Penelitian yang
penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif. Hasil penelitian yang dihasilkan
adalah regulasi perihal perampasan aset di Indonesia masih belum memadai
sehingga diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang dapat mengakomodir
konsep Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam melakukan perampasan aset
khususnya dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang.
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